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ABSTRAK 
 

 

Dian Nopita Sari (2022) : Implementasi peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan penyandang disabilitas di 

Kecamatan Tualang menurut perspektif Fiqih 

Siyasah. 

 
Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dan kehadiran 

pemerintah  untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok mereka. Untuk itu 
pemerintah telah mengeluarkan Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang pelindungan 
dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Permasalahan yang ada di Kecamatan 
Tualang ialah banyaknya penyandang disabilitas yang masih meminta-minta di 
pasar maupun di lampu merah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan 
Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang?dan apa kendala 
implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang? 
serta bagaimana tinjuan fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah 
Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan 
penyandang disabilitas?Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana 
berlokasi di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sumber data yang digunakan 
sumber data primer yakni yang didapat lansung dari responden, dan data sekunder 
yakni data yang diperoleh melalui dokumen dan buku terkait dengan masalah 
yang diteliti.Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif yang menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dan tentang 
situasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasiPeraturan 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan cara memberdayakan 
penyandang disabilitas dan juga memberikan berupa bantuan sosial, pelatihan 
keterampilan menjahit, namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih 
banyaknya penyandang disabilitas yang masih meminta-minta di jalan, pasar 
mapun di lampu merah. Faktor penghambat dari pelaksanaan Perturan Daerah 
Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 yaitu kurangnya koordinasi baik Dinas 
Sosial maupun Satpol PP, pembaharuan data, kurangnya sosialisai, kurang 
maksimalnya pelatihan, keterbatasan sumber daya manusia.Faktor penyebab 
timbulnya penyandang disabilitas yang belum mandiri, diantaranya: karena faktor 
ekonomi, faktor pendidikan, dan kondisi daerah. Tinjauan fiqih siyasah yang 
berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah yaitu hubungan antara 
pemimpin dengan rakyatnya.Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 
khususnya di Kecamatan Tualang menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan 
Siyasah Dustiriyah karena penguasa berusaha untuk mensejahterakan umatnya 
walaupun masih ada kendala. 

 

Kata kunci:  Implementasi, Perlindungan ,Pemberdayaan,  Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia adalah  Negara kepulauan yang tediri dari 

beribu pulau yang dibatasi oleh lautan, sehingga dalam menjalankan suatu 

sistem pemerintahan Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi, 

kabupaten dan kota dan struktur pemerintahan diatur dengan undang-

undang.
1
Indonesia adalah  Negara hukum, sesuai dengan yang tercantum di 

dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berarti seluruh 

tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang 

berlaku.Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan 

kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru (kran) bagi  Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten untuk memanggil tanggung jawab yang lebih besar dalam 

pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Hal ini yang disebut dengan Otonomi Daerah.
2
 

Untuk menjalankan Otonomi Daerah, maka perlu adanya peraturan 

yang mengatur dalam pemerintahan daerah tersebut.Pemerintah daerah 

tersebut diberi hak untuk membuat peraturan yang dinamakan Peraturan 

Daerah.Peraturan Daerah merupakan produk kewenangan antara Pemerintah 

                                                             
1
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.17. 

2
 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah otonimi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002),cet ke-2,hlm.1. 
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Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan dibantu oleh 

bebrapa instansi terkait dalam pelaksanaannya agar lebih efektif.
3
 

Peraturan Daerah adalah salah satu instrument bagi pemerintah daerah 

dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-

benar nyata dan bertanggung jawab, hak ini terakomodir dalam UU Nomor 32 

Tahun 2004, khususnya Pasal 136 ayat (2) yang menyatakan bahwa peraturan 

daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.
4
 

 Salah satu Peraturan Daerah di Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah  

No. 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang 

disabilitas. Pasal1 Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa penyandang 

disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan 

intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan 

berbagai hambatan,hal ini dapat mencegah partisipasi penuh dan efektif dalam 

masyarakat berdasarkan pada prinsip asas kesetaraan dengan orang lain. 

Disabilitas merupakan realitas sosial yang sering dihadapi oleh 

masyarakat.Berbagai kasus bencana yang melanda masyarakat menambah 

daftar disabilitas yang disebabkan karena faktor alam.Penyandang disabilitas 

membutuhkan perlindungan dan kehadiran pemerintah negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar kelompok mereka.Kemampuan negara 

menyediakan layanan kebutuhan khusus harus dibangun dari kesadaran 

khusus. Kesadaran timbul dengan antusiasme aparatur secara top-

                                                             
3
 Tim Redaksi, Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 beserta 

penjelasannya( Jakarta : Ramdina Prakarsa,2004), cet.Ke-1,hlm.4. 
4
 Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia, (Bandar 

Lampung: Indepth Publishing, 2012), hlm.76. 
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downmaupun bottom-up dari masyarakat menuju kepada simpul-simpul 

kekuasaan pengambil kebijakan publik sehingga terasa keberadaannya.
5
 

Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan peraturan Undang-

undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas, dalam  Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal 

yang secara spesifik mengatur tentang bantuan sosial pasal 41 ayat 1yang 

menyatakan bahwa: Bantuan sosial diarahkan untuk membantu 

penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya 

juga disebutkan penerima bantuan sosial bagi penyandang  disabilitas pada 

ayat 3 yang mengatakan bantuan sosial sebagai yang dimaksud pada ayat 

(1) diberikan kepada: 

1. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabiltasi dan 

belum bekerja. 

2. Penyandang disabilitas, memiliki keterapilan kerja dan mampu bekerja. 

Pada ayat 4 disebutkan bahwa “Bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat juga berupa : 

1. Bantuan materil 

2. Bantuan finansial 

3. Bantuan fasilitas pelayanan (kemudahan dalam mendapatkan 

dokumentasi penting, seperti KTP, KK, Akte, jaminan kesehatan dan 

lain-lain. 

4. Bantuan informasi.
6
 

                                                             
5
Muhammad Julianto, Politik Hukum Disabilitas, Jurnal of disability studiens, Vol.6, 

No.1, jan-jun 2019, hlm.129. 
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Di Kabupaten Siak, khususnya Kecamatan Tualang memiliki 

jumlah penduduk 108.575 jiwa, dari jumlah yang telah disebutkan jumlah 

penduduk di Kecamatan Tualang menurut data di Dinas sosial terdapat 

133 orang penyandang disabilitas. Rinciannya, tuna daksa 34 orang, tuna 

netra 17 orang, tuna wicara 11 orang, tuna rugu 6 orang, tuna rungu/wicara 

10 orang, tuna netra dan cacat tubuh 5 orang, tuna netra /rungu dan wicara 

1 orang, tuna rungu /wicara dan cacat tubuh 3 orang, tuna wicara/netra dan 

cacat tubuh 4 orang, cacat mental retradaksi 17 orang, mantan penderita 

ganguan jiwa 4 orang, dan cacat fisik & mental 21 orang,bahkan diantara 

mereka sejumlah 30 orang penyandang disabilitas yang masih terlihat di 

perempatan jalan, pasar, maupun di lampu merah yang meminta-minta.
7

 Penyandang disabilitas di atas belum sepenuhnya mendapatkan 

perhatian dari pemerintah, banyak diantara mereka yang belum mandiri 

sehingga mereka masih megharapkan belaskasihan orang lain dan juga 

meminta-minta. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak selaku penyelenggara  seharusnya 

perlu menentukan suatu perencanaan pembangunan nasional dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kecamatan Tualang 

khususnya dalam menjamin bantuan sosial, khususnya lagi memberikan hak-

hak  penyandang disabilitas secara adil dan merata di Kecamatan Tualang. 

Berdasarkan hal ini Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang 

diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas di 

                                                                                                            
6
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Nomor 18 Tahun 2013, Perlindungan dan 

Pemberdayaan penyandang disabilitaspasal 41. 
7
 Data Dinas Sosial Kabuapetn siak tahun 2020 
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bidang sosial, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna 

mewujudkan kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan oleh undang-

undang. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 

2009 tetang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu 

dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam bentuk kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan 

dasar  seluruh warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, kemanan sosial, 

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
8
 

Secara mendasar Negara memiliki kewajiban untuk menjamin 

kesejahteraan rakyat tanpa membeda-bedakan kategori Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS)yang termasuk dalam hal ini adalah penyandang 

disabilitas di Kecamatan Tualang. 

Keberadaan disabilitas patut untuk diperhatikan khususnya di 

wilayah Kecamatan Tualang.Sebagai wilayah yang beroperasi besar di 

bidang industri wilayah ini mengutamakan pekerja yang produktif, 

professional, tanpa kekurangan suatu apapun.Hal ini yang membuat 

dampak besar mata pencarian dari penyandang disabilitas.Tak hanya dari 

pekerjaan, mereka pun harus bertukar pikiran untuk kembali dipandang, 

sebagian dari mereka harus hidup dengan kerja keras, dan tidak jarang 

juga hanya menjadi belas kasihan orang lain, seperti pengemis (orang yang 

meminta minta).Karena kurangnya pendataan ulang terhadap orang 

penyandang disabilitas tersebut. 

                                                             
8
Laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2019 
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Di dalam Syariat Islam juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan 

aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), 

pilihan, maupun ketetapan.Hukum Islam tersebut digali dan dalil-dalil 

terperinci, yaitu al-Quran dan Sunnah, dan lain-lain yang diartikan sebagai 

kedua sumber tersebut. Disyari’atkan hukum Islam adalah untuk 

memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadatnya 

yang merupakan perwujudan dari pengaturan Islam terhadap pemeliharaan 

agama, akan dan jiwa.
9
 

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan 

istilahdzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a’dzar orang-orang yang 

mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.
10

 Salah 

satu ayat yang berkaitan tentang  Disabilitas adalah dalam Q.S An-nur ayat 61, 

yang berbunyi sebagai berikut: 

               

                     

  ..... 

 

Artinya : “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, 

dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, 

rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian...”( Q.S An-nur 

Ayat 61).
11

 

                                                             
9
Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam (Jakarta: Pt. Raja Grafindo 

Persada, 2002), cet.ke-1, hlm.308. 
10

Ahmand Muntaha AM, Pandangan Islam Terhadap penyandang Disabilitas, 

https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas,(diakses 

pukul 22:04 , tanggal 07/06/2021). 
11

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Institut Ilmu Al-Quran,2019) 
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Salah satunya penulis ambil adalah siyasah dusturiyah, 

yangdimaksud dengan siyasah dusturiyah ialah siyasah yang membahas 

tentang perundang-undangan atau siyasah yang mengatur tentang dasar 

dan hubungan kerja sama sesama masyarakat baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis mana peran pemerintah dalam melindungi warganya.
12

 

Dalam Fiqih Siyasah diatur bahwa penetapan hukum Islam 

haruslah berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga tercapailah apa 

yang dicita-citakan dalam aturan yang telah ada.
13

Keberadaan Peraturan 

Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, di Kecamatan Tualang  

belum sepenuhnya dapat telaksana karena masih banyaknya penyandang 

disabilitas yang masih meminta-minta di jalan, di pasar dan di tempat 

keramaian, dan penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan penyandang disabilitas, Oleh karena itupenulis mengangkat 

skripsi dengan judul:“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqih 

Siyasah”. 

 

B. Batasan Masalah  

Penulis dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan 

latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.Penulis 

                                                             
12

Ibid ,hlm177-178. 
13

H.A Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah,(Jakarta: Prenada Media Group,2003), hlm. 38. 
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menerapkan bahawa dalam penelitian Penulis hanya terfokus pada 

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dan apa kendala 

dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, serta 

bagaimana tinjauan fiqih siysah terhadap Implementasi Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas 

 

C. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 

2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di 

Kecamatan Tualang? 

2. Apa kendala implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 

Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang 

disabilitas di Kecamatan Tualang? 

3. Bagaimana tinjauan fiqih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang? 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji penulis 

kemukakantujuan penelitian: 

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang 

b. Untuk mengetahui kendala Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 

Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang 

c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas di Kecamatan 

Tualang. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang 

ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui 

penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi 

bahan informasi bagi peneliti selanjutnya. 

b. Dari adanya kegiatan penelitian ini, semoga bermanfaat bagi para 

pembaca dan bagi peneliti sendiri dalam rangka penyelesaian program 

sarjana S1. 
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E. Sistematika Penulisan  

Dalam upaya mengakaji pokok permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini. Peneliti menguaikan dalam lima bab bahasan. Dimana antara 

masing-masing bab di posisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan 

secara logis. Seperti biasa dalam skripsi akan diawali dengan pendahuluan dan 

diakhir dengan penutup. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN  TEORITIS 

  Bab ini memuat landasan teori tentang pengertian implementasi, 

pengertian Peraturan Daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah, 

undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindugan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, 

hak-hak penyandang disabilitas,bantuan sosial dan konsep Fiqih 

Siyasah Dusturiyah. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan membahas metode penelitian seperti jenis 

penelitian, subjek dan objek, populasi dan sampel ,sumber dan 

jenis data, metode pengumpulan data , analisis data dan juga 

metode penulisan. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum 

tentang sejarah, kondisi geografis dan kondisi umum Kecamatan 

Tualang dan Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang 

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas di 

Kecamatan Tualang dan tinjauan fiqih siyasah terhadap 

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan disabilitas di 

Kecamatan Tualang. 

BAB V  : PENUTUP 

  Dalambab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil 

berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

 

A. Pengertian Implementasi 

Kata “Implementasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.
14

Implementasi adalah suatu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, 

teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan. Implementasi 

merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan 

ssemua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 

dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat kebutuhan, siapa yang melaksanakan, 

dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus 

dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program 

atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian keputusan, langkah 

yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna 

mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
15

 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.Menurut 

Nurdin Usman pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang 

direncana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
16

 

                                                             
14

“Implementasi” Kamus dari KBBI,http://kbbi.web.id/implementasi.html. (diakses 

tanggal 28 Maret 2022, Pukul 16:13) 
15

Syukur, Abdullah.1987.KumpulanMakalah”Study Implementasi Latar Belakang 

Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”,Persadi,Ujung Pandang,hal. 40 
16

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,(Jakarta: 

Grasindo,2002),hlm.70. 
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Menurut beberapa para ahli, yaitu Menurut Purwanto dan Sulistyastuti 

implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran 

kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor 

kepada kelompok sasaran (target grup) sebagai upaya untuk mewujudkan 

kebijakan.Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi adalah tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang atau pejabat,pemerintah atau badan swasta untuk 

mencapainya tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.
17

 

Daniel A. Mazmanian dan paul A. Sabatier menjelaskan maka 

implementasi, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan bedan peradilan. 

Pada prinsipnya, keputusan ini menggarisbawahi masalah yang harus 

dipecahkan,tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai caradimana 

proses implementasi dapat disusun atau diatur.
18

 

Tahap-tahap implementasi, diantaranya adalah : 

1. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau 

catur wulan, bulanan, mingguann dan harian, dan juga program orisentasi 

dan konseling serta program pendukung. 

2. Pelaksanaan pembelajaran, pada hakikatnya pembelajaran adalah proses 

interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik. 

                                                             
17

Novi Fuji Astuti, pengertian Impelementasi Menurut para ahli, 

http://m.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-

rencananya-kln.html ,(diakses pukul 12:26,Tanggal 19/11/2021) 
18

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, Implementation and Public Policy, Scott 

Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139 
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3. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan 

kurukulim catur wulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau 

sumatif mencakup penilaian keseleuruhan secara untuh untuk keperluan 

evaluasi pelaksanaan kuruikulum.
19

 

Dalam hal ini dapat disimpulkan implementasi adalah kegiatan 

yang terencana menentukan tujuan-tujuan,sasaran dan tanggung jawab 

dalam terlaksananya  peraturan-peraturan daerah. 

 
 

B. Pengertian Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah merupakan bentuk pelimpahan kewenangan  

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur 

APBD karena penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan pengeturan 

lebih lanjut dalam bentuk perda. 

Peraturan daerah  adalah sebagai berikut : 

1. Peraturan negara, yang berlaku untuk negara tersebut. Peraturan Daerah 

Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. 

2. Peraturan Daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota 

dengan persetujusn Bupati/ Walikota..
20

 

Definisi tentang Peraturan Daerah adalah berdasarkan ketentuan 

undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang- 

undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dengan kepala Daerah baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota. 
                                                             

19
 Haifatul Isnani dan Sri Rahayu, Makalah Implementasi Kurikulum, 

http://ghufrondimyati.blogspot.com/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html (diakses 

Pukul 14:35, Tanggal 01/12/2021) 
20

 Sari Nugraha.2004, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh 

Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, vol 23(1):27 
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Dalam ketentuan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi 

Daerah Provinsi/Kabuoaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari  sebuah hukum yang lebih tinggi yang 

memperhitungkan kekhasan masing-masing.Peraturan daerah merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang dibuat untuk melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri 

khas masing-masing daerah.Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

Peraturan daerah lainnya.
21

  

Definisi lain tentang peraturan Daerah Berdasarkan ketentuan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa 

peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 

Kabupaten/kota. Setelah itu, dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang 

pemerintah daerah ditegaskan bahwa peraturan dibentuk untuk 

menyelangarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk 

perda.Dalam ayat (2) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala 

daerah. Ayat (3) menyatakan bahwa perda memuat materi muatan, yaitu: 

1. Penyelengara otonomi daerah dan tugas pembantuan 

2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi.
22

 

                                                             
21

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratururan 

perundang-undangan  
22

 Hasyimzoem, Yusnaini dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, 2017),hlm 146. 
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Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang  mana di 

bentuk oleh dewan perwakilan rakyat  daerah (DPRD) dengan persetujuan 

bersama dengan kepala daerah yaitu Gubernur atau Bupati/walikota. Dalam 

rangka menjalankan otonomi daerah, memiliki kewenangan dan kemandirian 

dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah.
23

Oleh karena itu peraturan 

daerah menjadi wujud nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah sebagai penjabaran 

dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan 

memiliki khas daerah masing-masing. 

Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadikan 

kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka 

peningkatan pelayanan maupun dalam meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan 

proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. 
24

 

Kebijakan dalam menangani peraturan daerah yang sudah ditentukan 

atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penjelasan peraturan 

kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah 

berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap wara negara 

atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan tersebut tidak 

                                                             
23

 Abu Samah, Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah, ( Pekanbaru : 

Suskapres,2018), cet. Ke-5, hlm.67. 
24

 Rahayu ani sri, Pengantar Pemerintah daerah, ( Jakarta : Sinar Grafika,2018), cet ke-

1,hlm 112-115. 
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memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang 

formal baik langsung maupun  tidak langsung.
25

 

Undang-undang dapat dinyatakan bahwa sebagai peraturan perundnag-

undangan yang tertinggi, di dalamnya tercantum adanya sanksi dan mengikat 

masyarakat secara umum. Istilah undang-undang dalam arti formil dan materil 

merupakan terjemah dari wet in formelezin dan wet in materielezin dalam 

bahasa belanda. Undang-undang dalam arti formil yang dibuat oleh Regering 

dan Staten General bersama-sama terlepas apakah isinya peraturan atau 

penetapan.Selanjutnya undang-undang dalam arti materil adalah setiap 

keputusan yang mengikat umum.
26

 

 

C. Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Pelaksanan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagimana 

cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut 

setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian 

keputusan, langkah menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program 

yang ditetapkan semula.
27

 

                                                             
25

 Ridwan Tjandra, Hukum Administarsi Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2017),hlm.178 
26

 Sumarni, “kedudukan Islam dalam Negara Republik Indonesia”,Al-adalah, Vol.X, 

No.4 Juli 2021.hlm 45 
27

 Abdullah Syukur,1987, kumpulan Makalah “ Study Implementasi Latar Belakang 

konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pemabngunan”, Persadi, Ujung pandnag, hlm 40 
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Dalam proses Pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur 

penting dan mutlak yaitu: 

1. Adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan. 

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan 

3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut.
28

 

Pengaturan Daerah untuk yang pertama pengaturannya mengacu 

kepada pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

Daerah yang memberikan kewenangan kepada DPRD dan pemerintah daerah 

untuk menjalankan kewenangan sebagai berikut: 

1. Terbentuknya ketertiban daerah.  

2. Membahas dan menyetujui usulan Peraturan daerah untuk APBD dengan 

pemimpin daerah. 

3. Mengawasi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, 

peraturan daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan 

program pembagunan daerah, dan pelaksanaan kerjasama internasiaonal 

daerah.  

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 

kepala daerah kepada kepada presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi 

                                                             
28

 Abdullah Syukur, ibid, hlm 398 
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DPRD provinsi dan kepada Menteri dalam Negeri melalui Guberneur bagi 

DPRD kabupaten/kota. 

5. Mewakili wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 

kepala daerah. 

6. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai 

rencana kesepakatan internasional yang disusun oleh pemerintah daerah. 

7. Persetujuan rencana kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah. 

8. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerahdalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. 

9.  Pembentukan Komisi Pemilihan Umum kepala daerah. 

10. Membantu dan meminta laporan KPUD saat melakukan pemilihan kepala 

daerah. 

11. Persetujuan rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang 

membebani masyarakat dan daerah.
29

 

Dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan itu 

adalah sebuah program yang di jalankan atau di tetapkan oleh pemerintah dan 

harus sejalan dengan situasi atau kondisi yang ada saat sekarang , baik dalam 

bentuk lapangan maupun dalam bentuk luar lapangan, yang mana dalam 

pelaksanaan tersebut melibatkan unsur-unsur  dan usaha-usaha yang 

mendukung. 

 

                                                             
29

 Maria farida indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan 

Pembentukannya,( Jakarta : kanisius,2002), cet.5, hlm 35 
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D. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas  

 Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, bahwa 

peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Gubernur yaitu Gubernur Provinsi 

Riau, juga pemerintah daerah Kabupten/ Kota yaitu Bupati/ Walikota dan juga 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintah Daerah. Pada perda ini menjelaskan bahwa 

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, 

mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam 

interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi asas 

kesetaraan dengan orang lain. Dalam hal ini penyandang disabilitas perlu 

perlindungan yaitu upaya penghormatan pemenuhan kesamaan kesempatan 

bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksessibilitas, 

rehabilitasi/pemberdayaan, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf 

kesejahteraan sosial.
30

 

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) bahwa setiap penyandang disabilitas 

mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan dan dalam pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang 

wajib mengakui, menghormati dan mewujudkan kesempatan yang sama bagi 

penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.  

                                                             
30

 Peraturan pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 

pemberdayaan penyandang diabilitas, BAB I Ketentuan umum pasal 1, hlm 3 
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Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang 

mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama , untuk 

mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas di 

perlukan pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, guna menyelenggarakan 

perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas maka diperlukan 

sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan 

berkesinambungan dari pemerintahan Povinsi Riau tentang perlidungan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas.
31

 

Dasar hukum peraturan daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Republik indonesia Nomor 4 Tahun 

1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia 

Nomor 72 tahun 1991, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
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tahun 1998 , Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, 

Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012.
32

 

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perlindungan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas yang terdiri dari: ketentuan umum, Asas 

dan Tujuan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, kesamaan kesempatan, 

Aksessibilitas , Rehabilitasi, Bantuan Sosial, seni, Budaya dan Olahraga, 

Pemeliharaan Taraf kesejahteraan sosial, Informasi bagi penyandang 

disabilitas, tanda-tanda khusus bagi Penyandang disabilitas Tuna Netra dan 

Tuna Rungu dalam berlalu lintas, partisipasi dan peran masyarakat, Komite 

hak-hak penyandang disabilitas, intsentif dan Penghargaan, Tugas 

Pembantuan, pemberdayaan dan Kemitraan, Organisasi Penyandang 

disabilitas, Partisipasi Politik, Bantuan hukum, pembinaan dan Pengawasan, 

Sanki administrasi, Penyidikan Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, 

ketentuan Penutup.
33

 

Pemerintah provinsi Riau telah mengeluarkan peraturan Undang-

undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas, dalam  Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal 

yang secara spesifik mengatur tentang bantuan sosial pasal 41 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa: 

1. Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar 

dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. 

                                                             
32

 Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Nomor 18 Tahun 2013, 

Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang disabilitas, hlm 1 
33

Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Nomor 18 Tahun 2013, Perlindungan dan 

Pemberdayaan penyandang disabilitas, hlm 2 



 

 

23 

2. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk : 

a. Memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas. 

b. Mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang 

disabilitas. 

c. Mendapatkan kemudahan dalm memperoleh kesempatan berusaha. 

3. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: 

a. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan 

belum bekerja. 

b. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, 

memiliki keterampilan kerja dan mampu bekerja. 

4. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. Bantuan materil. 

b. Bantuan finansial. 

c. Bantuan fasilitas pelayanan (kemudahan dalam mendapatkan 

dokumentasi pentng, seperti KTP, KK, Akte, Jaminan kesehatan dll 

d. Bantuan informasi. 

5. Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-

lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta 

dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial. 

6. Ketentuan tentang pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Gubernur.
34

 

 

                                                             
34

Peraturan pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 

pemberdayaan penyandang dsiabilitas, hlm 17 



 

 

24 

E. Bantuan Sosial 

Bantuan sosial (bansos) adalah transfer uang dan barang kepada 

masyarakat untuk melindunginya dari kemungkinan resiko sosial dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Bantuan sosial diberikan secara 

langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk 

didalmnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidan pendidikan dan 

keagamaan, sifatnya terus menerus dan selektif. 

Dinas Bantuan sosial bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, 

diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam.Untuk 

periode bantuan sosial bersifat sementara (untuk korban) atau permanen 

(untuk penyandang cacat) dan dapat berupa uang tunai atau barang.
35

 

Pemanfaatan Bantuan sosial berdasarkan dana APBN dikelompokan 

menjadi empat bidang yaitu: 

1. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Beasiswa pendidikan 

Siswa/Mahasiswa Miskin. 

2. Bidang kesehatan meliputi program Jaskesmas dan Pelayanan kseshatan di 

Rumah sakit kelas III. 

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM perdesaan mencakup 

kecamatan, PPK,P2KP,PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur 

Pedesaan/PPIP, PNMP Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infastruktur Sosial 

Ekonomi Wilayah). 
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4. Bidang Program Keluarga Harapan/ PKH dan bantuan sosial meliputi 

BLT.
36

 

Dapat disimpulkan bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan 

kepada masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi, penyandang cacat 

atau bantuan dari sekolah yang mana telah melalui pendataan, oleh karna itu 

bantuan sosial harus di berikan ketangan yang tepat. 

 

F. Pengertian Disabilitas  

Hak manusia sangat lah di junjung tinggi  demi kepentingan hidup 

karena manusia makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang bantuan 

orang lain, manusia memiliki hak untuk hidup dan dapat penghidupan yang 

layak, seperti orang penyandang disabilitas. 

Menurut istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Different 

ability artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat dari 

beberapa istilah untuk penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas 

bahwa Kementerian Sosial menyebutkan dengan istilah penyandang cacat, 

Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan 

khusus dan Kementerian Kesehatan menyebutkan dengan istilah penderita 

cacat.
37

 

Adapun menurut istilah lainnya disabilitas merupakan adaptasi dari 

kata bahasa inggris “disability” yang menurut badan kesehatan dunia memiliki 

aspek yaitu, impairment adalah kehilangan struktur, fungsi, psikologis, 
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fisiologis atau anatomis. Disabilitas didefinisikan sebagai keterbatasan atau 

hilangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam apa yang dianggap 

normal bagi individu sebagai akibat dari disabilitas tetapi  suatu kerugian bagi 

seorang individu sebagai akibat adanya impairment dan disability.
38

 

Terdapat beberapa pengertian disabilitas menurut beberapa para ahli 

yaitu Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang 

yang mempunyai kelainan dan atau yang dapat menganggu aktivitas.Menurut 

Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johson,mengungkapakan bahawa 

masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat disabilitas adalah 

bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga 

orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya, 

lingkungan sekitar telah meberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa 

mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari 

berbagai masalah. Dalam keadaan  terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, 

adaorang yang terus-menerus berusaha untuk tidak bergantung pada orang 

lain.
39

 

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi 

Manusia, peyandang catat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan 

yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

kekhususannya. Menurut Resolusi Nomor 61/106 tanggal 31 Desember 2006, 

penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin 
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oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individu normal 

dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka,baik yang 

bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
40

 

Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 perlindungan 

disabilitas adalah upaya untuk menghormati dan mewujudkan persamaan 

kesempatan bagi penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas,kegiatan 

rehabilitasi/pemberdayaan, dukungan sosial, dan mempertahankan 

peningkatan derajat.
41

 

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak 

untuk tetap berada dalam komunitas lokal.Para penyandang disabilitas harus 

menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan dan pelayanan sosial.Sehingga hak-hak penyandang disabilitas 

dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok 

masyarakat tertentu.
42

 

 

G. Hak-hak Penyandang Disabilitas 

Melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Indonesia telah 

meratifikasi konvensi mengenai hak penyandang disabilitas ( Convention on 

the Rights of Person with Disabilites/UN CPRD). Konvensi tersebut 

membantu menyebarkan pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah 
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mayarakat yang setara dengan masyarakat lain. Adapun hak-hak penyandang 

disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara yaitu :
43

 

1. Hak Persamaan dan Nondiskriminasi 

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan 

kesempatan yang sama, dengan umat manusia di hadapan dan di bahwah 

hukum, merkea jugak berhak mendapatkan oerlindungan dan manfaat 

hukum yang setara tanpa mendapat diskriminasi. 

2. Hak Aksesbilitas 

Sebagian bagian dari masyarakat, penyandang disabilitas juga 

memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh negara 

bagi semua orang.Dalam hal ini termasuk kesempatan yang setara 

terhadap fasilitas dan layanan publik.Hal ini bertujuan untuk member 

penyandang disabilitas kesempatan untuk bisa hidup secara mandiri dan 

berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan. 

3. Hak untuk Hidup 

Sama seperti warga negara lainnya, penyandang disabilitas juga 

berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup, ini adalah prinsip 

moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki 

hak untuk hidup secara khusus itu tidak bolehdibunuh oleh orang lain . 

4. Hak Peningkatan Kesadaran 

Penyandang disabilitas sering kali di pandang sebelah mata di 

berbagai Negara.Peningkatan kesadaran terdapat disabilitas ini bertujuan 
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untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat 

keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan mendukung 

penghormatan terhadap hak dan martabatpenyandang disabilitas. 

5. Hak Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan 

Eksploitasi, kekerasan dan pelecehan dapat terjadi pada siapa saja 

termasuk penyandang disabilitas.Oleh karena itu, negara harus 

memastikan penyandang disabilitas terpenuhi haknya untuk bebeas dari 

segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Penyandang 

disabilitas harus dilindungi oleh hukum, dan mampu berpartisipasi dalam 

semua tahapan proses dan prosedur di bawah hukum untuk kesetaraan 

dengan orang lain di dalam masyarakat.
44

 

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan orang-

orang normal pada umum nya seperti mendapatkan jaminan sosial, hak untuk 

hidup,hak kebebasan dan lain sebagainya sehingga tidak ada pembedanya, 

hanya saja mereka mendapatan hal spesial dari bentuk tubuh atau yang lainya. 

 

H. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah 

Istilah Fiqih siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqih dan siyasah.Kata 

fiqih berarti tahu, paham, dan mengerti, Fiqih adalah istilah yang di pakai 

dalam konsep hukum Islam.Secara etimologis fiqih adalah keterangan tentang 

pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud 

perkataan dan perbuatan. Dengan lain istilah fiqih menurut bahasa adalah 

pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan 
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pembuatan manusia. Secara terminologis, fiqih adalah pengetahuan tentang 

hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau 

hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-

sunnah).
45

 

Fiqih siyasah membicarakan tentang perundang-undangan, yang 

menyangkut tentang pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga 

negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan 

hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.Siyasah berarti 

undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemajuan serta 

mengatur situasi.Pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan 

mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan 

membimbing masyarakat pada kemasalahatan dan menjauhkan diri dari 

kemafsadatan.
46

 

Fiqh siyasah menurutAbdurrahman Tajterbagi menjadi tujuh 

bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri’iyah 

(legislatif), siyasah qadhariyah (peradilan), siyasah maliyah ( keuangan), 

siyasah idariyah (administarasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan 

siyasah kharijiah (luar negeri).
47

 

Berdasarkan perbedaan di atas, kita dapat menyederhanakan  

pembagian Fiqih siyasah menjadi tiga bagian utama. Pertama, politik 
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perundang-undangan (siyasah dusturiyyah).Bagian ini meliputi pengkajian 

tentang penetapan hukum (tasyri’iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan 

(qadha’iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administarsi pemerintahan 

(idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.Kedua, politik luar negeri 

(siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah).Bagian ini mencakup hubungan 

keperdataan atau warga negara yang Muslim dengan non-Muslim. Ketiga 

politik keuangan dalam moneter (siyasah maliyyah), antara lain membahas 

sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, 

perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan 

perbankan.
48

 

Siyasah dusturiyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan 

dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan 

(kepala negara) batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, 

dan ketetapan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam 

siyasah dusturiyah ini meliputi masalah-masalah imamah, hak dan 

kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai’at, waliyul’ahdi, 

perwakilan,’ahlul halli wal aqdi dan wazarah.
49

 

Ruang lingkup pembahasan dalam siyasah dusturiyah itu sendiri 

dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-

undangan yang dituntut oleh hal ihwal  kenegaraan dari segi persesuaian 

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia 
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serta memenuhi kebutuhannya. Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia, 

semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 

politik maupun agama.
50

 

 

I. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan.Penelitian diperlukan 

dukungan dan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. 

1. Agnesia Allensky (2017) Tentang “ Implementasi Perda Nomor 18 tahun 

2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas di 

Pekanbaru (Studi kasus penyediaan aksessibilitas bidang sarana dan 

prasarana transportasi)” hasil pada penelitian ini yaitu bahwa penyandang 

disabilitas dalam UUD 1945 dijamin memiliki status, hak , kewajiban dan 

peran yang sama dengan warga negara lainnya. Layanan sosial dan 

mobilitas peyandang disabilitas kurang layak dimana sebagian besar 

hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui. Hal ini membuat 

penyandang disabilitas kehilangan haknya untuk mendapatkan layanan 

serupa dan bahkan dikatakan bagus. Dalam hal ini aksessibilitas, 

ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini  masih sangat 

terbatas di Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa proses 
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pelaksanaan peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas tidak dapat dijalankan dengan baik. 

Standar yang telah ditetapkan belum dilaksana dengan benar, masih bantak 

Implementasi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
51

 

Sedangkan perbedaannya dari skripsi penulis yaitu skripsi penulis 

membahas tentang bantuan sosial untuk penyandang disabilitas menurut 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas. persamaan nya yaitu sama-sama 

ingin mensejahterakan penyandang disabilitas dalam akses, jaminan, 

rehabilitas maupun yang lainnya. 

2. Endang Sri Lestari (2018) “Tentang Implementasi Undang-undang No 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung 

perolehan hak aksesbilitas di Kabupaten Magelang”  Hasil dari penelitian 

ini yaitu dalam pemenuhan hak asesbilitas bagi penyandang disabilitas 

Dinas Pekerja Umum Kabupaten Magelang telah beberapa pembangunan 

trotoar Kota Mungkid, dibuat sejak tahun 2013, Kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Magelang, Kantor  Dinas Perpustakaan dan kearsipan 

kecamatan Muntilan dan beberapa gedung pelayanan publik yang telah 

memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas. Peran Dinas Sosial 

Kabupaten Magelang sendiri dalam mengatualisasi Undang-Undang 

tersebut sudah beberapa yang terlaksana seperti pemberian alat bantu dan 
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member jaminan sosial kepada Penyandang disabilitas serta memfasilitasi 

pelatihan keterampilan yang bekerjasama dengan LPK POPBAYO 

Muntilan dan Paguyuban WARSAMUNDUNG. Faktor yang menjadi 

penghambat pemenuhan hak aksesbilitas bagi penyandang disabilitas 

belum adanya turunan dari undang-undang tersebut, sehingga Pemerintah 

Kabupaten Magelang segera membuat aturan atau payung hukum bagi 

penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang dan lebih lanjut 

Pemerintah Kabupaten Magelang bisa berinovasi lebih luas dalam 

mengemban amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas.
52

 

Persamaan dari skripsi Endang Lestari ini yaitu membahas tentang 

penyandang disabilitas dan bagaimana peran Dinas Sosial dalam hal 

ini,dan menigkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. 

3. Nurul Nabila (2021) “ Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketersediaan Lapangan kerja bagi Penyandang 

disabilitas di Kota Pekanbaru Menurut pandangan Fiqih Siyasah” Hasil 

dari penelitian ini yaitu bahwa upaya Dinas Sosial dalam menyediakan 

lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2013 diantaranya ; (i) membuat program pelatihan 

keterampilan menjahit dan memangkas rambut untuk penyandang 

disabilitas di Kota Pekanbaru; serta (ii) memberi pelatihan 

mengoperasikan komputer untuk penyandang disabilitas Kota Pekanbaru. 
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Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas diantaranya;(i) kurangnya kemauman dari pihak penyandang 

disabilitas untuk melaksanakan program dan (ii) Dinas sosial masih sulit 

memasarkan produk hasil pelatihan penyandang disabilitas. Tinjuan Fiqih 

Siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah 

yaitu hubungan antara pemimpin dan rakyat. Segala upaya yang dilakukan 

oleh  Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk meningkatkan kemampuan dari 

Penyandang disabilitas menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan Siyasah 

Dusturiyah karena penguasa sudah mensejahterakan umatnya walaupun 

masih ada kendala.
53

 

Persamaan dari skripsi Nurul Nabila ini sama-sama meneliti 

tentang penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

perlindugan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.sedangkan 

pembedanya skripsi Nurul Nabila membahas tentang Ketrenagakerjaan 

bagi penyandang disabilitas sedangkan penulis membahas mengenai 

bantuan sosial. 

4. Novindry Dian Anggraini (2019) “tentang Analisis Hukum Positif dan 

Hukum Islam terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 UU 

No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas” hasil penelitiannya 

yaitu ditemukan bahwa proses penyaluran bantuan jaminan sosial oleh 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum optimal dikarenakan 
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penyandang disabilitas yang semestinya menerima bantuan program 

bantuan jaminan sosial yang diberikan pemerintah ini banyak yang tidak 

tersalurkan langsung kepada penyandang disabilitas yang berhak 

menerimanya yang disebabkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampug tidak 

amanah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Islam juga menjelaskan 

Allah melarang manusia untuk membeda-bedakan antara sesama manusia 

latar belakang, pendidikan, kemampuan fisik sesorang, tetapi yang 

membedakan hanya aspek ketakwaan maka allah menyukai orang yang 

berlaku adil yang disebutkan dalam Q.S An-Nissa 58.
54

 

Dalam skripsi Novindry Dian Anggraini ini membahas tentang 

jaminan sosial bagi penyandang disabilitas menurut hukum positif dan 

hukum islam dalam Undang- undang  No.8 Tahun 2016  sedangkan skripsi 

penulis kan mambahas tentang bantuan sosial dalam Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2013 yang di analisi menggunakan teori fiqih dusturiyah 

sehingga ditemukan cara penyaluran aspirasi dalam konsep siyasah. 

5. Abdi Satriawansya (2020) “ tentang Implementasi Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang standar 

disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam program 

keterempilan disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi” hasil penelitiannya 

yaitu program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi ini adalah 

pelatihan keterampilan elektronik dan pemberian bantuan berupa alat 

bantu dan uang, akan tetapi belum efektif karena masih banyak 
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penyandang disabilitas yang tidak menerima bantuan dari dinsos Kota 

Jambi, dan kendala dalam melaksanakan program keterampilan disabilitas 

di Dinas Sosial Kota Jambi yaitu : peralatan yang kurang, bantuan dari 

pusat tidak sepenuhnya, dan susahnya mengumpulkan penyandang 

disabilitas, mereka yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri, 

berani, mampu bersosialisasi dengan baik, bahkan mendapatkan 

penghasilan dari keterampilan yang mereka buat, namun demikian adapun 

kendala yang dihadapi yaitu peralatan khusus bagi penyandang disabilitas 

belum terlalu banyak, disabilitas tidak percaya diri dengan kondisi mereka, 

dapat dikatakan sudah dilaksanakan akan tetapi masih ada yang belum 

efektif.
55

 

Dalam skripsi Abdi Satriawansya membahas mengenai pelatihan 

keterampilan elektronik dan pemberian bantuan berupa alat bantu dan uang 

dan standar disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas walupun 

sama-sama membahas penyandang disabilitas sedangkan skripsi penulis 

membahas tentang bantuan sosial  yang di analisi menggunakan teori fiqih 

dusturiyah sehingga ditemukan cara penyaluran aspirasi dalam konsep siyasah 

  

                                                             
55

Abdi Satriawansya,2020, “ tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang standar disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas dalam program keterempilan disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi”. Skripsi.Jambi : 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 



 

 38 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam 

mendapatkan pengetahuan ilmiah atau  ilmu atau cara sistematis untuk menyusun 

ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk 

penelitian.
56

 Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian 

ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala 

objek yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan 

laporan ilmiah.
57

Berdasarkan pengertian ini, penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi dalam 

masyarakat. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis penelitian ini 

dilakukan di Kecamatan Tualang.Karena selain mempermudah penelitian 

penulis juga bertempat tinggal disana. 
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57

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,       

(Jakarta: PT. Rineka cipta,  2011 ), hlm.96. 
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C. Subjek Dan Objek Penelitian  

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten 

Siak.Adapun objek dalam penelitian ini adalah perlindungan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas. Alasan penulis melakukan penelitian 

ini terkait dengan upaya Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 

18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan penyandang 

disabilitas di Kecamatan Tualang.  

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteris tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
58

 Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang yaitu 1 

orang kepala seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas sosial, 1 

orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tualang (TKSK), 1 orang 

ketua himpunan wanita penyandang cacat Indonesia ( HWPCI), dan 1 orang 

penyandang disabilitas. Sempel adalah bagian kecil dari anggota populasi 

yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. 

Sampel yang di gunakan adalah Purposive sampling
59

adalah peneliti 

menentukan sendiri sempel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, 

jadi sempel tidak diambil secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti. 
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E. Sumber dan Jenis data 

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian 

Sumber data dibagi 2 yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan  atau 

objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di 

peroleh dari wawancara dan kajian pustaka yang  berkenaandengan yang 

diteliti. Data primer di dapat dari sumber informaan yaitu individu atau 

perseorangan seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan 

pihak Dinas Sosial dan di Kecamatan Tualang. 

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.
60

 Pengumpulan 

data sekunder dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, 

dan menelaah literatur-literatur yang menunjang dan hasil-hasil penelitian 

yang berkaitan dengan Perlindungan dan pemberdayaan penyandang 

disabilitas di kecamatan Tualang. 

 

F. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini data primer dapat berdasarkan beberapa cara yaitu: 

1. Observasi yaitu suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan 

untuk menyajikan gambaran rill suatu peristiwa atau menjawab pertanyaan 

penelitian. 
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2. Wawancara, dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan 

dalam mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Dinas Sosial dan di 

Kecamatan Tualang  

3. Dokumentasi, dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, iktisar rapar, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan 

bahan-bahan tulisan lainnya. 
61

 

 

G. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, Dalam hal 

analisis data kualitatif. Bodgon menjelaskan bahwa analisis adalah proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami, 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
62

 Dalam menganalisa  

data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
63

 

Proses analisis dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari 

berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian 
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dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis  

sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 

H. Metode Penulisan 

Setalah memperoleh daya guna kepentingan penelitin ini, maka penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan 

kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara 

khusus. 

2. Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang 

berhubungan dengan masalah yang di teliti dengan menggunakan kaidah-

kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat 

umum. 

3. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan 

secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menembahkannya 

sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan 

dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang menurut 

perspektif Fiqih siyasah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Peraturan Derah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilakuka oleh 

Dinas Sosial dengan cara memberikan alat bantu pendengaran, kursi roda 

dan melaksankan program-program seperti pelatihan keterampilan berupa 

keterampilan menjahit dan juga memberikan bantuan sosial akan tetapi 

belum sepenuhnya berjalan seperti apa yang diharapkan. 

2. Penyebab munculnya penyandang disabilitas yang belum mandiri di 

Kecamatan Tualang yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor 

kondisi daerah.Hambatan dalam Peraturan daerah ini antara lainkurangnya 

koordinasi karena koordinasi sangat penting adanya agar tercipta suatu 

target pekerjaan, pembaharuan data yang belum teperbaharui, kurangnya 

sosialisasi dari Dinas Sosial, kurang maksimalnya Pelatihan skil,  

kurangnya sumber daya manusia pada satuan kerja Dinas Sosial 

menjadikan organiasi kurang efektif dalam pergerakannya, perencanaan 

dan tujuan organisasi, sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang 

meminta-minta di jalan, pasar,maupun di lampu merah. 
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3. Tinjauan Fiqih siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan 

Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan 

pemberdayaan penyandang disabilitas pada pasal 41 mengenai bantuan 

sosial sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqih siyasah. Fiqih siyasah dalam 

pemasalahan ini berbicara tentang Siyasah dusturiyah, kebijakan dibuat 

untuk kemaslahatan umat. Segala upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kabupaten Siak di Kecamatan Tualang menujukkan sudah sejalan dengan 

Siyasah dusturiyah karena penguasa berusaha untuk mensejahterakan 

umatnya, tetapi masih ada kendala. 

 

B. Saran 

Dinas Sosial Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Tualang 

disarankan dalam pelaksanaanya untuk penyandang disabilitas agar dapat 

memberikan pelatihan keterampilan dengan waktu yang lebih lama agar 

penerimaan pelatihan dapat menerapkannya dalam membuka usaha, supaya 

tidak ada penyandang disabilitasn yang meminta-minta dan mengharapkan 

belaskasihan orang lain, juga memberikan sosialisasi kepada keluarga 

penyandang disabilitas rehabilitasi sangat penting bagi penyandang disabilitas 

dan sangat bermanfaat. 

Bagi masyarakat dan Mahasiswa yang berada di Kecamatan Tualang 

tidak ada lagi yang memandang rendah penyandang disabilitas hanya mereka 

berbeda dengan yang lain, pada hakikatnya manusia sama di mata Tuhan. 

Karena itu kita harus memberikan dukungan untuk mereka agar semangat dan 
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mau berusaha dan merubah nasib mereka walaupun memiliki 

keterbatasan fisik, dan bisa merekomendasikan penyandang disabilitas yang 

mempunyai keterbatasan untuk mengikuti pelatihan keterampilan. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

  Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan yang 

terdapat dalam sampel penelitian seperti yang telah tercantum di atas. Adapun 

daftar pedoman wawancara ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana menurut bapak tentang pelaksanaan perda ini ? 

2. Misalkan masih ada penyandang disabilitas yang melakukan, seperti 

meminta-minta di jalan atau lain sebagainya, bagaimana kebijakan dari 

Dinas Sosial? 

3. Apa saja program yang telah dilaksanakan dan bantuan apa saja yang telah 

diberikan? 

4. Ada berapa peyandang disabilitas khususnya di Kecamatan Tualang? 

5. Apa kendala Dinas Sosial dalam melakukan Perda ini? 

6. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan Perda ini? 

7. Bagaimana solusi dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas? 

8. Bagaiman peran Kecamatan bagi penyandang disabilitas? 

9. Apakah sudah terlaksana jaminan sosial/bantuan sosial yang telah di 

tetapan oleh Perda Nomor 18 tahun 2013 ini? 

10.  Meenurut bapak apa saja penyebab penyandang disabilitas yang belum 

mandiri?
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